I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Kesehatan pada umumnya melekat
pada diri manusia. Kesehatan adalah modal utama bagi seseorang untuk
melakukan segala aktifitas. Seseorang tidak dimungkinkan melakukan aktifitas
jika dalam keadaan yang tidak sehat. Salah satu cara yang paling umum ditempuh
oleh seorang yang sakit/tidak sehat adalah menjalani pengobatan baik secara
medis (konvensional) maupun secara tradisional (nonkonvensional). Medis
memiliki makna yang berhubungan dengan kedokteran, sedangkan medik
memiliki makna tentang keperawatan, perawat dan juru rawat." Pengobatan medis
ditangani tenaga medis yang dapat dipertanggungjawabkan dan telah diakui oleh
ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, sedangkan pengobatan tradisional
(nonkonvensional) merupakan pengobatan yang bersifat turun-temurun dan diakui

oleh kalangan masyarakat.

Masyarakat sekarang mempercayai bahwa kesembuhan bukan hanya diperoleh
melalui pengobatan medis namun dapat juga disembuhkan melalui pengobatan
tradisional. Pengobatan tradisional pada umumnya banyak diminati oleh

masyarakat. Seorang yang menderita suatu penyakit awal mulanya mendapatkan

! Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru,
Cetakan ke-6, Jakarta: PT Media Pustaka Poenix, 2012, him. 572.



informasi dari iklan, teman, tetetangga dan sumber lainnya, bahwa sakit yang
dideritanya dapat dipulihkan melalui pengobatan tradisional. Masyarakat yang
tertarik pada informasi tersebut akan datang dan berobat pada penyelenggara
pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional yang bertujuan mewujudkan
kesembuhan bagi seseorang sering dikenal dengan alternatif pengobatan di luar

cara medis.

Pengobatan tradisional sebagai alternatif pengobatan di luar cara medis hanya
dapat dilakukan oleh pengobat/orang yang ahli di bidangnya. Menurut rumusan
Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU
No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) yang dimaksud dengan pengobatan
tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang
mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang
dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku
di masyarakat. Selanjutnya World Health Organization (WHO) pada tahun 2000
telah menetapkan bahwa pengobatan tradisional adalah jumlah total pengetahuan,
keterampilan, dan praktik-praktik yang berdasarkan pada teori-teori, keyakinan,
dan pengalaman masyarakat yang mempunyai adat budaya yang berbeda, baik
dijelaskan atau tidak, digunakan dalam pemeliharaan kesehatan serta dalam
pencegahan, diagnosa, perbaikan atau pengobatan penyakit secara fisik dan juga

mental.?

2 Viky Pemuda Indra Sakti, Perlindungan Hukum Pengobatan Tradisional-Metodelogi, Fakultas
Hukum Universitas Indonesia (FHUI): Jakarta, 2009, him. 11.



Pemerintah melalui Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes)
No. 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan
Tradisional mengartikan pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau
perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman,
keterampilan turun temurun, dan/atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai

dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan ketiga rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengobatan
tradisional pada prinsipnya merupakan penyedia jasa penyembuhan, perawatan
melalui keterampilan, pengalaman dan pengetahuan dengan metode yang sudah
turun temurun dilakukan serta dipercaya mampu membantu dalam
menyembuhkan suatu penyakit yang diderita seseorang. Seseorang yang mampu
membantu penyembuhan tersebut melaksanakannya baik melalui keterampilan

maupun dengan ramuan obat.

Jenis pembagian metode pengobatan tradisional juga diatur dalam Pasal 59 Ayat
(1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu berdasarkan cara pengobatan
pelayanan kesehatan tradisional yang terbagi menjadi dua, yaitu 1. pelayanan
kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan; 2. pelayanan kesehatan
tradisional yang menggunakan ramuan. Jenis penyembuhan tersebut mengarahkan
bahwa penyembuhan tidak hanya melalui keterampilan dan terapi penyembuhan
namun dapat melalui ramuan berupa obat-obatan tradisional. Praktik pengobatan

tersebut dapat juga dilakukan bersamaan dengan cara setelah pengobatan melalui



keterampilan dilanjutkan dengan diberikannya ramuan berupa obat tradisional

yang akan membantu dalam pemulihan suatu penyakit yang diderita seseorang.

Selanjutnya dalam praktik pengobatan tradisional terdapat dua pihak di dalamnya
yaitu pengobat tradisional dan orang yang meminta pertolongan/bantuan
pengobatan yang dalam istilah kedokteran disebut sebagai pasien. Pasal 1 Ayat (3)
Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/VI11/2003 tentang Penyelenggaraan
Pengobatan Tradisional mengartikan pengobat adalah orang yang melakukan
pengobatan tradisional (alternatif), sedangkan mengenai definisi pasien tidak
disebutkan dalam Permenkes tersebut. Istilah pasien secara jelas disebutkan dalam
Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran ( UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran) bahwa pasien
adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk
memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun
tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. Lebih lanjut Pasal 1 Angka 4
Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU No. 44 Tahun
2009 tentang Rumah Sakit) bahwa yang dimaksud Pasien adalah setiap orang
yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan
kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di

Rumah Sakit.

Definisi pasien menurut perumusan di atas selalu berhubungan dengan rumah
sakit,dokter dan dokter gigi, sedangkan pasien dalam konteks praktik pengobatan

tradisional tidak terkait dengan dokter, dokter gigi dan rumah sakit. Namun orang



yang meminta penyembuhan pada penyelenggara pengobatan tradisional/alternatif

sering disebut sebagai pasien.

Pasien yang datang ke pengobatan tradisional secara hukum telah mengadakan
penawaran. Selanjutnya pengobat yang menerima keluhan pasien dapat
dikonstruksikan sebagai penerimaan. Terjadinya penawaran dan penerimaan
tersebut menandakan telah terjadi suatu perundingan dan cara-cara pengobatan
tradisional/alternatif. Dalam perundingan tersebut dikemukakan berbagai hal
antara lain tentang cara-cara kegiatan yang dilakukan, lama pengobatan, akibat
pengobatan, jenis-jenis penyakit yang diobati dan lain sebagainya. Apabila terjadi
kesepakatan maka antara pengobat dan pasien telah terjadi suatu perjanjian.
Perjanjian ini yang dinamakan sebagai perjanjian penyembuhan (perjanjian

terapeutik).

Perjanjian terapeutik atau sering disebut dengan transaksi terapeutik adalah:
“hubungan antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medik secara profesional
didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di
bidang kedokteran”.® Perjanjian tersebut adalah perjanjian penyembuhan yang
berhubungan dengan dokter namun hal tersebut juga berlaku bagi tenaga pengobat

tradisional sebagai tenaga penyelenggara kesehatan.

Penawaran yang dilakukan oleh pihak pengobat memberikan motivasi kepada

masyarakat untuk mencoba mengkonsultasikan dan berobat kepada pihak

® Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan
Dalam Hubungan Dokter dan Pasien); Suatu Tinjauan Yuridis, Citra Adtya Bhakti: Bandung,
2002, him. 14.



penyelenggara pengobatan tradisional. Konsultasi dan pengobatan yang dilakukan
membuktikan bahwa telah terjadi perjanjian penyembuhan. Perjanjian

penyembuhan yang dilakukan adalah perjanjian dengan cara tradisional.

Pesetujuan pada perjanjian penyembuhan tersebut, mengakibatkan lahirlah sebuah
perikatan antara pelaku pengobatan tradisional dan pasien. Oleh karena itu kedua
belah pihak harus melakukan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.
Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen) maka pasien dapat dikategorikan sebagai konsumen yang
mendapatkan jasa pengobatan disediakan oleh penyelenggara pengobatan

tradisional/alternatif.

Pasal 1 Angka 2 dan 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
merumuskan arti konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,
orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pelaku
usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk
badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan
usaha dalam berbagai bidang ekonomi. UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen dapat diterapkan dalam hubungan antara pasien dan

pelaku pengobatan tradisional.



Kelemahan pasien sebagai konsumen kesehatan yaitu pasien sering berada dalam
posisi yang tidak menguntungkan. Peraturan tentang hak pasien di Indonesia
belum berjalan dengan maksimal, tidak jarang pasien yang dirugikan tanpa
kesalahan pada pihaknya dalam berhubungan dengan penyedia pelayanan
kesehatan. Pasien hampir dapat dikatakan “tidak mampu” menuntut ganti rugi
dan atau menegakkan hak-haknya.® Pengobatan tradisional merupakan penyedia
jasa bagi masyarakat. Praktik pengobatan tradisional diharapkan selain
menyembuhkan dan memulihkan sakit bagi konsumennya juga harus menjamin
kepastian hukum, bahwa usaha yang dijalankannya menggunakan standar usaha

pengobatan yang layak dan dapat diterima oleh masyarakat.

Menurut Pasal 15 Kepmenkes No. 1076/MENKES/SK/VI1/2003 tentang
Penyelenggaraan Pengobatan  Tradisional, Pengobatan tradisional harus
memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pasien tentang tindakan
pengobatan yang dilakukannya. Informasi yang diberikan secara lisan yang
mencakup keuntungan dan kerugian dari tindakan pengobatan yang dilakukan.
Semua tindakan pengobatan tradisional yang akan dilakukan terhadap pasien
harus mendapat persetujuan pasien atau keluarganya. Persetujuan dapat diberikan
secara tertulis maupun lisan. Setiap tindakan pengobatan tradisional yang
mengandung resiko tinggi bagi pasien harus dengan persetujuan tertulis yang
ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Petunjuk aturan hukum

tersebut menentukan tindakan-tindakan kesepakatan yang harus dilakukan pihak

* A.Z Nasution , Konsumen dan Hukum, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, him. 83.



pengobatan tradisional sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan terhadap

pasien sebelum melakukan praktik pengobatan.

Praktik pengobatan tradisional selain dapat meningkatkan status pasien,
dimungkinkan akan menimbulkan keadaan buruk bagi pasiennya. Pengobat dalam
melakukan penyembuhan dengan metode tusuk jarum dapat saja terjadi kesalahan
sehingga menambah kondisi buruk terhadap pasien. Sebagai contoh pada kasus
pengobatan akupuntur di Kabupaten Lumajang:

Warga Desa Condro bernama Mawan Triadmojo di Pasirian meninggal
dunia dan dibawa ke instalasi kamar mayat Rumah Sakit Haryoto di
Lumajang untuk menjalani otopsi. Mawan meninggal dalam keadaan tak
wajar saat menjalani terapi tusuk jarum yang dilakukan Masduki, warga
Pulau Tempe, Kecamatan Pasirian. Mawan diberi pengobatan akupuntur
yaitu dengan diterapi tusuk jarum di bagian dada, kemudian disetrum
simulator sebanyak dua kali berdurasi 30 (tiga puluh) menit dan 10
(sepuluh) menit. Menurut Ayah Mawan bernama Didik, anaknya itu
menderita asma dan sudah menjalani pemeriksaan ke puskesmas setempat.
Namun karena tak kunjung sembuh, Mawan dibawa ke rumah praktik
akupuntur. Keluarga Mawan telah melaporkan kepada polisi setempat atas
kejadian tersebut. Polisi langsung menangkap Masduki sebagai pelaku
pengobatan tradisional akupuntur. Barang bukti berupa simulator dan satu
pak jarum telah diamankan polisi. Barang bukti tersebut merupakan alat
yang diduga digunakan untuk mengobati Mawan hingga meninggal dunia.
Polisi masih menunggu hasil visum sebelum menetapkan status Masduki
dalam kasus ini°.

Kejadian tersebut menunjukkan bahwa diperlukan ketentuan mengenai hak dan
kewajiban terhadap kedua belah pihak antara pasien dan pelaku usaha pengobatan
tradisional. Hak dan kewajiban terhadap kedua belah pihak sebaiknya juga sudah
ditentukan sebelum praktik pengobatan akan dilakukan. Pihak pengobatan

tradisional juga seharusnya memberikan informasi mengenai petunjuk dan

> Seorang Pria Tewas Karena Akupuntur, www.google.com/berita indosiar/indosiar.com/, diakses
tanggal 14 Maret 2014.




prosedur yang harus dilakukan pasien dan tindakan-tindakan yang akan

diterimanya.

Melihat kondisi di atas apakah perjanjian yang dihasilkan antara pengobat
tradisional dan pasien sudah cukup melindungi terhadap kepentingan mereka?
Selain itu apakah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penyembuhan
sudah cukup memadai? Perlu dipertanyakan karena peraturan yang mengatur
tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional dalam Kepmenkes No.
1076//IMENKES/SK/VI11/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional
tidak mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak dan tidak
mengatur berbagai akibat hukum adanya pengobatan tradisional. Berdasarkan
uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menuangannya dalam sebuah
tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Pasien terhadap Penyelenggara

Praktik Pengobatan Tradisional”

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menjadi masalah dalam penulisan ini

apakah perjanjian pengobatan tradisional dan peraturan perundang-udangan sudah

cukup memadai. Adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Jenis perjanjian apa yang digunakan antara pasien dan penyelenggara
pengobatan tradisional?

2. Apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam kegiatan pengobatan

tradisional?
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3. Apakah peraturan yang mengatur pengobatan tradisional telah melindungi

kedua belah pihak?

Lingkup penelitian ini adalah bidang ilmu hukum perdata khususnya hukum
bisnis, hukum kesehatan dan hukum perlindungan konsumen dengan kajian
perlindungan hukum pasien terhadap penyelenggara praktik pengobatan

tradisional.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis tentang jenis perjanjian apa yang digunakan antara pasien
dan penyelenggara pengobatan tradisional.

2. Untuk menganalisis hak dan kewajiban para pihak dalam kegiatan pengobatan
tradisional.

3. Untuk menganalisis peraturan yang mengatur pengobatan tradisional telah

melindungi kedua belah pihak.

D. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pengembangan Iimu
Hukum Perdata yang berguna sebagai peningkatan kompetensi dan wawasan
setelah mengikuti perkuliahan pada Program Pasca Sarjana. Penelitian ini

diharapkan juga dapat meningkatkan kemampuan menyerap dan menguasai teori-
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teori bidang ilmu hukum khususnya teori perlindungan konsumen dan teori
hukum perjanjian.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukkan dan referensi dalam
menyelesaikan permasalahan hak pasien khususnya perlindungan pasien dari
praktik pengobatan tradisional sehingga penelitian ini juga bermanfaat:

1. sebagai penelitian lanjutan pengembangan ilmu hukum perdata khususnya
dalam aspek perlindungan hukum pasien, perlindungan konsumen;

2. sebagai bahan untuk melakukan penyuluhan hukum dengan memberikan
sumbangan pengetahuan, pemahaman dan Kkepastian hukum kepada
masyarakat terhadap pemulihan kesehatan melalui sarana pengobatan
tradisional yang tersedia sehingga tidak menimbulkan masalah;

3. bagi profesional hukum, misalnya pengacara dapat memberikan manfaat yang

berguna dalam bidang hukum perlindungan pasien.

E. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pikir

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan
tersusun dalam suatu sistem deduksi yang mengemukakan penjelasan atas suatu
gejala. Sementara itu pada suatu penelitian, teori memiliki fungsi sebagai pemberi
arahan kepada peneliti dalam melakukan penelitian. Untuk mengkaji suatu
permasalahan hukum secara lebih mendalam diperlukan teori-teori yang berupa

serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu
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fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar

konsep.® Teori yang digunakan dalam penelitian ini:
a. Teori Hukum Perjanjian

Perjanjian didefinisikan sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih
berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.” Tenaga pengobat
tradisional melakukan praktik penyembuhan terhadap pasien didukung dengan
perjanjian dalam lingkup kesehatan. Perjanjian dalam lingkup kesehatan
masyarakat dituntut telah memiliki dasar keahlian mengobati secara tradisional
melalui pengalaman, keterampilan turun temurun, dan/atau pendidikan/pelatihan,
dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Adanya
perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang harus
dipenuhi berdasarkan yang diperjanjikan. Pemenuhan kewajiban bertentangan
dengan wanprestasi yang tidak boleh dilakukan pihak-pihak yang melakukan
perjanjian. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati
dalam perikatan.® Para pihak yang melakukan perjanjian dilarang wanprestasi atas

hal-hal yang telah diperjanjikan.

Perjanjian yang diakukan oleh pengobat tradisional terhadap pasiennya disebut
sebagai perjanjian pengobatan tradisional yang tujuannya melakukan

penyembuhan. Perjanjian penyembuhan dalam istilah kesehatan dikenal dengan

® Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, him.19.

” Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum; Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1999. hlm
110.

¢ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, him.
241
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perjanjian terepeutik. Perjanjian terapeutik atau sering disebut dengan transaksi
terapeutik adalah “hubungan antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medik
secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan
keterampilan tertentu di bidang kedokteran”. Perjanjian tersebut adalah perjanjian
penyembuhan yang berhubungan dengan dokter namun hal tersebut juga berlaku

bagi tenaga pengobat tradisional sebagai tenaga penyelenggara kesehatan.

Terjemahan Pasal 1313 Bugerlijk Weebook (BW) dalam Bahasa Indonesia
merujuk pada hasil terjemahan Subekti dan Tirtosudibio pada Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), memberikan rumusan tentang kontrak
atau perjanjian adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti®
memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji
pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan

suatu hal.

Peraturan atau ketentuan yang digunakan sebagai acuan dalam perjanjian jasa
menurut Pasal 1601 KUHPerdata. Salah satu perjanjiannya adalah perjanjian yang
dibuat antara profesional dan klien, meliputi klausula-klausula yang telah
disepakati untuk dilakukan atau dikerjakan oleh profesional. Perjanjian tersebut
seperti informed concent yang mengatur perjanjian antara dokter dan pasien.’
Perjanjian antara profesional dan klien dapat dibedakan menjadi Perjanjian

mendeskripsikan adanya interaksi dan transaksi para pihak. Hal tersebut

® Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. XVI , Jakarta: Intermasa, 1996, him. 1.
1 Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Bandar
Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007, him.107.
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menandakan bila tidak ada perjanjian maka tidak ada hubungan hukum antara
kedua belah pihak. Kedua belah pihak yang mengadakan hubungan hukum
melalui perjanjian akan lebih mudah mengakui hak dan kewajiban serta meminta
pertanggungjawaban secara hukum terutama bagi pasien terhadap penyelenggara

pengobatan tradisional.

Perjanjian pengobatan tradisional menggunakan asas konsensual. Asas konsensual
mempunyai arti bahwa perjanjian itu terjadi saat tercapainya kata sepakat
(konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian.' Kata sepakat pada
asas konsensual yang dimaksud terjadinya persetujuan atas hal-hal yang
diperjanjikan antara pasien dan pihak pengobat tradisional. Para pihak bebas
untuk menuangkan kesepakatan mereka dalam bentuk apapun. Jadi perjanjian

pengobatan tradisional boleh dituangkan dalam bentuk tertulis atau secara lisan.

Syarat sahnya suatu perjanjian diterapkan Pasal 1320 KUHPerdata yang
menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat)
unsur, yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. suatu hal tertentu; dan

>

suatu sebab yang halal.

Perjanjian dirumuskan juga dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan

bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

1 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., him. 296.



15

bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan ketentuan mengenai syarat sahnya
perjanjian di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1321 KHUPerdata yang
berbunyi: tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan,
atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Tanggung jawab muncul karena

adanya hubungan antar pihak yang dituangkan dalam perjanjian.

Perjanjian penyembuhan dalam lingkup pengobatan tradisional yang berjalan saat
ini didukung dengan syarat sahnya perjanjian. Pasien datang menawarkan diri
untuk disembuhkan oleh pengobat tradisional. Pihak pelaku pengobat tradisional
menerima tawaran pasien tersebut. Pasien dan pelaku pengobat tradisional telah
mengikatkan dirinya dengan sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian
penyembuhan. Syarat sah yang selanjutnya pasien dan pelaku pengobat tradisional
harus cakap untuk membuat suatu perikatan, dalam hal ini dewasa atau
didampingi oleh orang tua/wali dan tidak gila. Perjanjian penyembuhan ini juga
harus memenuhi suatu hal tertentu berupa bentuk adanya hal yang diperjanjikan
dan suatu sebab yang halal mengartikan bahwa yang diperjanjikan tidak
melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian pengobatan

tradisional didukung pula dengan adanya teori penawaran dan penerimaan.

Titik temu penawaran dan penerimaan secara timbal balik menciptakan
kesepakatan sebagai perjanjian yang mengikat pihak-pihak.*? Penawaran dan
penerimaan jika disetujui kedua belah pihak maka dilanjutkan dengan perjanjian

pengobatan tradisional demi terpenuhinya tanggung jawab serta hak dan

12 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Edisi Revisi, Bandung: Citra Aditya Bakti,
2006, him. 55.
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kewajiban para pihak. Teori hukum perjanjian tersebut sangat berkaitan bagi
pemecahan permasalahan perlindungan pasien terhadap penyelenggaraan

pengobatan tradisional.

b. Teori Hukum Perlindungan Konsumen

Asas perlindungan hukum selanjutnya dapat dikaitkan dengan konsep
perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU No. 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan, Perlindungan konsumen
adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan
perlindungan kepada konsumen. Rumusan di atas merupakan upaya pembentuk
peraturan untuk melindungi konsumen dari tindakan sewenang-wenang para
pelaku usaha. Menurut Yusuf Shofie Undang-Undang Perlindungan Konsumen di
Indonesia mengelompokan norma-norma perlindungan konsumen ke dalam 2
(dua) kelompok, yaitu:

1. perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha;dan

2. ketentuan tentang pencantuman klausula baku.™

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha merupakan batasan untuk membentuk
dan melindungi konsumen. Klausula menjadi dasar kesepakatan kedua belah
pihak antara pasien dan pengobat tradisional sebagai pelaku usaha. Kesepakatan
antara pengobat tradisional dan pasien tidak seperti konsumen dan pelaku usaha

pada umumnya. Konsep kesepakatan kedua belah pihak merupakan kesepakatan

B3 Yusuf Shofie. Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Bandung: PT
Citra Aditya, 2003, him. 26.
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di bidang kesehatan dengan adanya rasa kemanusiaan dari tenaga pengobat untuk

melakukan penyembuhan kepada pasien.

Terbitnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa
keberadaan hukum perlindungan konsumen dalam tata hukum nasional tidak
diragukan lagi. Kedudukan hukum perlindungan konsumen diakui sebagai cabang
hukum tersendiri dari hukum ekonomi, karena konsumen adalah subjek dalam
aktifitas perekonomian. Oleh karena itu, prilaku konsumen menjadi objek studi
tidak hanya bagi ilmu ekonomi melainkan juga ilmu hukum.** Perlindungan
konsumen di bidang kesehatan tidak hanya meliputi lingkup hukum ekonomi
namun memberikan adanya perlindungan hukum terhadap pasien yang menjadi
konsumen tenaga pengobat tradisional. Pasien dan tenaga pengobat tradisional
harus terpenuhi hak-haknya dan menjalankan kewajiban sesuai dengan yang telah

disepakati.

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh
karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat
mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan
hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan
saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha, dan Pemerintah.”
Perlindungan konsumen dalam konteks pengobatan tradisional mempunyai
keterkaitan di antaranya terhadap pasien sebagai kosumen, tenaga pengobat

tradisional dan Pemerintah.

Wahyu Sasongko, Op. Cit., him. 29.
> Erman Rajagukguk, dkk. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Mandar Maju, 2003, him. 7.
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Janus Sidabalok mengemukakan ada empat alasan pokok mengapa konsumen
perlu dilindungi, yaitu sebagai berikut:

1. melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa
sebagaimana diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut
UUD 1945;

2. melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari
dampak negatif penggunaan teknologi;

3. melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang
sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang
berarti juga untuk menjaga kesinambungan pambangunan nasional,

4. melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan
yang bersumber dari masyarakat konsumen.®

Perlindungan konsumen memberikan tuntutan agar hak-hak sebagai konsumen
dapat jelas diaplikasikan pada praktiknya. Praktik pengobatan tradisional dapat
memperjelas hak dan kewajiban dari pasien. Hubungan hukum melalui hak dan
kewajiban masing-masing pihak akan memberikan kepastian hukum terutama
bagi pasien melalui pertanggungjawaban sesuai dengan yang diperjanjikan dan
disepakati. Kesepakatan yang diawali sebelum dilakukannya

penyembuhan/pengobatan merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan

terhadap pasien.

2. Kerangka Konseptual
a. Pengobatan tradisional
Pengobatan tradisional berdasarkan Kepmenkes No. 1076/MENKES/SK/V11/2003

tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau

perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman,

16 Janus Sidabalok. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2006, him. 6.
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keterampilan turun temurun, dan/atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai

dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

b. Perlindungan Hukum Pasien

Istilah pasien secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 Angka 10 UU No. 29 Tahun
2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa pasien adalah setiap orang yang
melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan
kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada

dokter atau dokter gigi.

Pengertian perlindungan pasien dalam Pasal 56 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan diartikan bahwa setiap orang berhak menerima atau menolak
sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya
setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara

lengkap.

c. Pengobat dan Obat Tradisional

Pemerintah melalui Pasal 1 Ayat (1) Kepmenkes No.
1076/MENKES/SK/VI11/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengobatan tradisional adalah
pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu
kepada pengalaman, keterampilan turun temurun, dan/atau pendidikan/pelatihan,
dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Obat

tradisional dirumuskan pada Pasal 1 Ayat (2) Kepmenkes No.
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1076//IMENKES/SK/VI11/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional
merumuskan bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa
bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau
campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk

pengobatan berdasarkan pengalaman.

Pasal 1 Ayat (3) Kepmenkes No. 1076/MENKES/SK/VI11/2003 tentang
Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional mengartikan pengobat adalah orang
yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif). Pasal 18 Ayat (1) Kepmenkes
No. 1076//MENKES/SK/VI11/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan
Tradisional merumuskan pengobat tradisional dapat memberikan obat tradisional
yang di produksi oleh industri obat tradisional (pabrikan) yang sudah terdaftar

serta memiliki nomor pendaftaran dan obat tradisional racikan.

3. Kerangka Pikir

Penyelenggara Praktik Pengobatan Tradisional Masyarakat selaku pasien
pengobatan tradisional

u Meminta pertolongan/bantuan
Pengobat Tradisional ‘ <]: penyembuhan kepada pihak

pengobat tradisional

IPelaksanaan pengobatan tradisional dilindungi:

1. Peraturan Kepmenkes No. 1076/ MENKES/SK/VII/2003 tentang Penvelenggara Pengobatan Tradisional
dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan
2. Perjanjian Pengobatan Tradisional.

JL

Pengobat Tradisional [Pasien Pengobatan Tradisional
1.Melaksanakan perjanjian pengobatan tradisional. 1. Melaksanakan perjanjian pengobatan tradisional.
2Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pengoba |0 Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pasien
tradisional. —N\3_ Pasien mendapat tindakan pengobatan tradisional yang
3.Pengobat tradistonal memiliki Surat Izin  Pengobat— mematuhi petunjuk sesuai aturan hukum
Tradisional (SIPT) atau Surat Terdaftar Pengobatan) 4. Pasien mengetshui pengobat tradisional telah memiliki
Tradisional (STPT), mengobati dengan telah memenubi Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) atau Surat
persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian| Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT).
serta diawasi oleh pemerintah
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Pasien datang ke pengobatan tradisional secara hukum telah mengadakan
penawaran dengan meminta bantuan pertolongan/bantuan pengobatan.
Selanjutnya pengobat yang menerima keluhan pasien dikonstruksikan sebagai
menerima permintaan tersebut. Terjadi kesepakatan dengan cara-cara pengobatan
tradisional/alternatif. Apabila terjadi kesepakatan maka di antara pengobat dan
pasien telah terjadi suatu perjanjian dan dilanjutkan dengan pengobatan.
Pelaksanaan perjanjian pengobatan tradisional antara pasien dan pengobat
tradisional juga melindungi penyelenggaraan pengobatan tradisional. Peraturan
Kepmenkes No. 1076/MENKES/SK/V11/2003 tentang Penyelenggara Pengobatan

Tradisional dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasien harus mengetahui apakah pihak pengobat tradisional yang didatangi telah
memiliki Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) atau Surat Izin Pengobatan
Tradisional (SIPT) agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai
aturan hukum yang melindungi. Upaya tersebut untuk melindungi
penyelenggaraan pengobatan tradisional terutama terhadap pasien dan pengobat
tradisional serta memperjelas pertanggungjawaban kedua belah pihak secara

hukum.



